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This thesis entitled problem of gold pawn sharia when recipients breach of 
contract. Issues to be discussed in this thesis is how the characteristics of the gold 
agreement in the Islamic juridical implications of the agreement and whether the 
lien against the giver of gold Sharia mortgage (the debtor) if the recipient liens 
(creditors) have defaulted.  
The results obtained in this thesis is that the mortgage contract is intended 
only gold Sharia group Micro and Small Enterprise customers, the contract is an 
agreement rahn used for binding the gold as collateral for loans, and ijara contract, 
for the binding of storage utilization ans maintenance services of gold as collateral 
for loans. Costs can be imposed by the Islamic Bank or UUS to customers such as 
administrative costs, insurance coast, and storage costs and maintenance. The 
amount od storage and maintenance costs are based on the weight of the gold 
collateral gold and is noy associated with the loan amount received by the 
customer. Sharia is based on the gold pawning contract, so that both parties have 
to agree on basic things that we promised, if one party in this matter received 
pledge not afford to pay rent event though the gold pledge or lien contract has 
been agreed rahn lack od demand from the customer on the sale of the collateral 
auction when the customer is not able to repay their loans, if it is disputed, both 
parties agreed in the contract as ijara, that all disputes arising out of or in any way 
related to this agreement will be resolved by way of deliberation to reach 
consesus, in terms of said agreement is not reached, then the Parties agree to 
resolve it through and according to Basyarnas Producer Regulation. Basyarnas 
verdict is final and binding the Parties. 
 

































Judul tesis ini adalah Problematika Gadai Emas Syariah Ketika Penerima 
Gadai Wanprestasi yaitu Karakteristik perjanjian gadai dalam syariah, bahwa akad 
gadai emas syariah hanya diperuntukan golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil, 
akad yang digunakan adlaah akar rahn, untuk pengikatan emas sebagai agunan 
atas pinjaman dana; dan akad ijarah, untuk pengikatan pemanfaatan jasa 
penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana. Biaya yang 
dapat dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah antara lain biaya 
administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Penetapan 
besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada beat 
agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah. 
Sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, 
dan/atau dana pihak ketiga, pendapat dari penyimpanan dan pemeliharaan emas 
yang berasal dari produk Qardh Beragun Emas yang sumber pemeliharaan emas 
yang berasal dari dana pihak ketiga harus dibagikan kepada nasabah penyimpan 
dana, pemberian Qardh Beragun Emas wajib didukung kebijakan dan prosedur 
(Standard Operating Procedure/SOP) tertulis secara memadai, termasuk 
penerapan manajemen risiko. Bank syariah atau UUS wajib menjelaskan secara 
lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah antara lain karakteritik produk 
antara lain fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan dan penyelesaian apabila 
terdapat sengketa, hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi 
agunan emas. 
 
Gadai emas Syariah didasarkan atas akad, sehingga kedua belah pihak 
telah mencapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok yang dijanjikan, apabila 
salah satu pihak dalam hal ini menerima gadai tidak mampu membayar uang sewa 
gadai emas meskipun dalam akad rahn atau gadai telah disepakati tidak adanya 
tuntutan dari ansabah atas penjualan lelang barang agunan ketika nasabah tdak 
mampu mengembalikan pinjamannya, jika ternyata dipermasalahkan, kedua belah 
pihak sepakat sebagaimana dalam akad ijarah, bahwa segala sengketa yang tibul 
dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan Akad ini akan 
diselesaikan dengan cara musyawarah mencapai mufakat, dalam hal tidak tercapai 
kata mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui dan 
menurut Peraturan Produser Basyarnas. Putusan Basyarnas bersifat final dan 










a. Karakteristik perjanjian gadai dalam Syariah, bahwa akad gadai emas 
Syariah hanya diperuntukan golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil, akad 
yang digunakan adalah akad rahn, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas 
pinjaman dana; dan akad ijarah, untuk pengikatan pemanfaatan jasa 
penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana. Biaya 
yang dapat dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah antara lain 
biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan. 
Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas 
didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah 
pinjaman yang diterima nasabah. Sumber dana dapat berasal dari bagian 
modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau dana pihak ketiga. Pendapatan 
dari penyimpanan dan pemeliharaan emas yang berasal dari produk Qardh 
Beragun Emas yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga harus 
dibagikan kepada nasabah penyimpan dana, pemberian Qardh Beragun Emas 
wajib didukung kebijakan dan prosedur (Standard Operating Procedure/SOP) 
tertulis secara memadai, termasuk penerapan manajemen risiko. Bank Syariah 
atau UUS wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada 
nasabah antara lain karakteristik produk antara lain fitur, risiko, manfaat, 
biaya, persyaratan, dan penyelesaian apabila terdapat sengketa; hak dan 
kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas. 
 
b. Gadai emas Syariah didasarkan atas akad, sehingga kedua belah pihak 
telah mencapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok yang dijanjikan, 
  
apabila salah satu pihak dalam hal ini menerima gadai tidak mampu 
membayar uang sewa gadai emas meskipun dalam akad rahn atau gadai 
telah disepakati tidak adanya tuntutan dari nasabah atas penjualan 
lelang barang agunan ketika nasabah tidak mampu mengembalikan 
pinjamannya, jika ternyata dipermasalahkan, kedua belah pihak sepakat 
sebagaimana dalam akad ijarah, bahwa segala sengketa yang timbul dari 
atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan Akad ini akan 
diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam 
hal tidak tercapai kata mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk 
menyelesaikannya melalui dan menurut Peraturan Produser Basyarnas. 





a. Hendaknya mengenai karakteristik akad gadai emas Syariah tersebut 
benar-benar diperharikan dan sekaligus juga bank Syariah menerapkan 
Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan gadai emas Syariah terutama 
mengenai tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan 
secara jelas pada formulir aplikasi produk dan emas yang akan 
diserahkan sebagai agunan Qardh Beragun emas harus sudah dimiliki 
oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan, agar 
menjaga kemurnian gadai emas Syariah dengan Prinsip sariat Islam. 
b. Gadai Syariah merupakan pengembangan gadai secara konvensional 
didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam dengan penyerahan barang sebagai jaminan 
utang, padahal dalam gadai emas Syariah tidak ada perjanjian pinjam meminjam melainkan 
penitipan emas dengan membayar uang sewa, untuk itu dalam penyelesaian sengketa apabila 
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